SURAT KEPUTUSAN
LURAH …………………
KOTA BLITAR
NOMOR: …………………

TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN
DESA DAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA
(DESTANA) KELURAHAN …………………

LURAH …………………,

	Menimbang

	:
	a. Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Kelurahan …………………, perlu ditetapkan Kepengurusan Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana (Destana);
b. Bahwa untuk penyeragaman nomenklatur, struktur organisasi, dan tertib administrasi kelembagaan sesuai Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2025 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana, serta memperhatikan dinamika dan keaktifan pengurus, perlu dilakukan penetapan kepengurusan Destana;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah tentang Penetapan Kepengurusan Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) Kelurahan ………………….

	
	
	

	Mengingat

	:
	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2025 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana;
4. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.



MEMUTUSKAN:

	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Menetapkan Kepengurusan Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) Kelurahan ………………… dengan susunan kepengurusan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

	KEDUA
	:
	Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan kelanjutan dan penyesuaian dari Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) yang telah berjalan sebelumnya, sehingga tidak mengubah tujuan, peran, dan fungsi kelembagaan, melainkan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	KETIGA
	:
	Struktur organisasi Destana disusun berdasarkan fungsi penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, serta informasi dan komunikasi, sesuai dengan Peraturan BNPB Nomor 7 Tahun 2025 dan kebutuhan wilayah Kelurahan ………………….

	KEEMPAT
	:
	Dalam melaksanakan tugasnya, Kepengurusan Destana berkoordinasi dengan Pemerintah Kelurahan, BPBD Kota Blitar, serta pihak terkait lainnya.

	KELIMA
	:
	Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Lurah tentang Kepengurusan Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) yang lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

	KEENAM
	:
	Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



	Ditetapkan di
	:
	Blitar

	Pada tanggal
	:
	………………..

	
	
	

	Lurah …………
Kota Blitar





Nama Lurah
Pembina (IV/a)
NIP. ………………………………






















LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN LURAH …………………
NOMOR: …………………

SUSUNAN KEPENGURUSAN
DESA DAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA (DESTANA)
KELURAHAN …………………

	No.
	Jabatan
	Nama

	1.
	Pembina
	Lurah ……………………

	2.
	Pengarah
	……………………

	3.
	Ketua
	……………………

	4.
	Sekretaris
	……………………

	5.
	Bendahara
	……………………

	6.
	Koordinator Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	……………………
Anggota:
1. ……………………
2. ……………………
3. ……………………

	7.
	Koordinator Bidang Kedaruratan dan Logistik
	……………………
Anggota:
1. ……………………
2. ……………………
3. ……………………

	8.
	Koordinator Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	……………………
Anggota:
1. ……………………
2. ……………………
3. ……………………

	9.
	Koordinator Bidang Informasi, Data, dan Dokumentasi (Humas)
	……………………
Anggota:
1. ……………………
2. ……………………
3. ……………………



